
 

Dasar Hukum 
 

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak 
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka 
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa 
Efek 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek 
Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 
42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek 
Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas 
Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan 
Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah 
yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat 
Perbendaharaan Negara 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha 
Jasa Konstruksi 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang 
Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa 
Bunga Obligasi 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk zakat atau 
Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima 
atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis 
Syariah 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan 
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak 
Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi 



 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto 
Sertifikat Bank Indonesia 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah 
dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 
Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2010 tentang Penentuan Kembali Besarnya 
Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang Memiliki 
Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di 
Indonesia 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan 
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk 
Kegiatan Usaha Perbankan Syariah 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk 
Kegiatan Usaha Pembiayaan  Syariah 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak 
Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas 
Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau 
Pengambilalihan Usaha 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen 
Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan 
Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas 
Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Pada Perusahaan Mikro, Kecil, Dan Menengah 

34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha 
(Leasing) 

35. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 28/PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara 
Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, 
Peleburan, Atau Pemekaran Usaha 

36. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 33/PJ/2009 tentang perlakuan Pajak  Penghasilan atas 
penghasilan berupa royalti dari hasil Karya Sinematografi 

37. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2015 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan 
Atas Hadiah Dan Penghargaan  

38. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 141/PJ./1999 tentang Pengakuan Penghasilan Dari 
Pengalihan Harta/Agunan Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Tertentu 

39. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 395/PJ/2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan 
Atas Hadiah Dan Penghargaan 

40. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 563/PJ./2001 tentang Saat Pengakuan Penghasilan 
Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian 
Restrukturisasi Utang Usaha 

41 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 564/PJ./2001 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan 
atas Penghasilan Wajib Pajak dari Usaha Lapangan Golf 

42. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 184/PJ./2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas 
Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing 

43. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan 
Atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa    



 

44. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.313/1994 tentang Perlakuan PPh Atas WP 
Pengusaha Lapangan Golf 

45. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan 
Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15) 

46. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.42/1996 tentang Perlakuan PPh Atas Uang 
Jaminan Keanggotaan Club Membership (Seri PPh Umum Nomor 39) 

47. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.43/1998 tentang Perlakuan Perpajakan 
Penghasilan Bunga (Bunga Deposito) Terhadap Premi Swap Dan Forward 

48. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.42/2000 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan 
Atas Premi Asuransi Yang Berjangka Waktu Lebih Dari 1 (Satu) Tahun 

49. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/PJ.33/2005 tentang Pemberian Imbalan Bunga 
Kepada Wajib Pajak 

50. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta 
Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha 

 

 


